BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 3@ /Kep.Bup/PMD/2023

TENTANG

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (9)
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

54995);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
93 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor
41);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 257/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2055);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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10.

11.

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 Nomor 38);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset

Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

. Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada

Pemerintah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2023 untuk setiap desa sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

: Penyaluran Bantuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ke rekening Desa.

: Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU merupakan pendapatan desa yang harus
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dan harus dibuat Laporan Pertanggung jawabannya
dengan  bukti-bukti pengeluaran oleh Kepala Desa
disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Keuangan dan Aset
Daerah dengan Kode Rekening
5.02.02.2.04.10.5.4.01.01.03.0001 (Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa).

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal \1 Ftoruai 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TRy —
ANWAR SADAT
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